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Bahyak Di

sinformasi Beredar DI Medsos

Komisi X Harap Pemenintah
Gencarkan Sosialisasi SE 2026

Masih banyak masyarakat yang ragu memberikan
data terkait Sensus Ekonomi (SE) 2026. Senayan
meminta Pemerintah menggencarkan sosialisasi
dan edukasi menyukseskan ke masyarakat guna

menyukseskan SE 2026.

WAKIL Ketua Komisi X DPR
MY Esti Wijavau mengatakan,
manfaat SE 2026 muncul kerap
ditanyakan masyarakat vang ragu
memberikan data. Mereka kha-
watir informasi vang disampaikan
akan berdampak negatif pada sta-
fus bantuan sosial yang diterima.
Selain 1nu, sebagran juga khawatic
pada besaran pajak yang harus
dibayar kepada Pemenintah.

"Pemerintah bersama BPS
petlu melakukan sosialisasi terus-
menerus agar masyarakat mema-
hami bahwa data itu digunakan
untuk kepentingan penyusunan
kebyakan publik. Agar masva-
rakat tidak lagr takut bahwa apa
yang disampatkan akan membuat
pajak menjadi tinggl atau kehi-
langan bantuan sosial tertentu,”
ujarnya, Minggu (5/7:2026).

Dia menegaskan, masyarakat
juga harus diedukasi bahwa mem-
berikan data yang benar meripa-
kan sebuah kewajiban. Dengan

it masyarakat akan dengan sadar
dan sukarela memberikan data
saat pefugas sensus datang.

Dia meminta masyarakat me-
mahami kegunaan sensus se-
hingga sadar memberikan datan-
ya tanpa rasa takut. Pihak terkait
harus terus-menerils memberi-
kan pemahaman bahwa data
itu diperlukan untuk kebijakan
Pemerintah. “Agar masyarakat
tidak merasa kehilangan sesuatu
karena memberikan informas:
Jujur dan akurat kepada para
petugas lapangan.” ucapnya.

Ketua Komisi X DPR Hetifah
Sjatfudian menambahkan, ke-
berhasilan SE 2026 berganiung
pada strategt komunikas: yang
efeknf agar masvarakat mema-
hami tujuan sensus, Penyam-
patan informasi yang tepat akan
meimbantu meluruskan berbaga
disinformasi, sekaligus mening-
katkan kepercayaan masyarakat
untuk membenkan data secara
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MY Esti Wijayati

jujurkepada phak berwenang.
Dia menjelaskan, masih ba-
nvak nformasi keliru mengenai
SE 2026, terutama di medsos.
Berbagai informasi yang udak
sepenuhnya benar itu perlu segera
diluruskan melalur sosialisasi
vang lebth masif dan tepat sa-
saran kepada masyarakat. Agar
mereka tidak lagi termakan oleh
berbagar hoaks yang beredar.
Komunikast publik yang baik
akan membuat responden merasa
tenang saat memberikan informa-
st. Dengan demikian, data yang
diperoleh Badan Pusat Stausuk
{BPS) bisa menggambarkan

kondisi ekonomi secara akurat.
“ltu jadi dasar Pemerintah me-
nyustn kebijakan pembangunan
vang sesuai dengan kebutuhan
masyarakat di-berbagai dae-
rah dengan lebth menveluruh.”
[erangnya.

Diamengakus, sehagian pelaku
ckonomi khawatr data vang di-
berikan berdampak pada besaran
pajak atau menimbulkan kon-
sekuensi merugikan, Makanya,
Pemerintah bersama BPS perlu
menjelaskan bahwa tujuan sen-
sus-adalah menyediakan data
berkualitas untuk menghasilkan
kebijakan ekonomi yang lebih
tepat sasaran bagt seluruh pelaku
usaha tersebut.

Hetifah menckankan, harus
ada strategi komunikasi efek-
tif. dan tidak hanva memper-
luas jangkauan informasi, tapt
Juga menggunakan pendekatan
sesuar karakteristik masvarakat.
Informasi vang lebih luas dan
tepat sasaran kepada para pelaku
ckonomi diharapkan membuat
mereka bisa menjadi pemberi
informasi vang baik serta tidak
khawatir.

Lebih lanjut, dia mengapre-
siasi kerja BPS beserta petugas

SE 2026 yang menjalankan tu-
was secara profesional di tengah
tantangan pelaksanaan kom-
pleks. “Dedikasi para petugas
diharapkan mampu menghasil-
kan data ekonomi akurat dan
mutakhir sebagai landasan bagi
Pemenntah dalam menyusun ke-
byjakan pembangunan nasional
kedepan,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Kepala
BPS Amalia Adininggar Widyas-
anti menegaskan, masyarakat
tidak perlu ragu memberikan
informast kepada petugas sensus.
Seluruh data responden dijamin
kerahasiaannya dan hanya di-
manfaatkan untuk penyusunan
statistik sebagat dasar perumusan
kebyjakan Pemerintah. Karena
jika masyarakat terdata, mereka
punya suara dalam kebyjakan.

MenurutAmalia. semakin leng-
kap data yang diperoleh, sema-
kin akurat pula kebijakan vang
dapat disusun Pemerintah sesuai
kondisi ekonomi masyarakat, “Iu
sekaligus memastikan masyarakat
tidak terlewat dalam mermperoleh
berbagal intervensi kebijakan
vang diberikan Pemerintah un-
tuk meningkatkan kesejahteraan
rakvat.” tandasnya. mPYB
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